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1 Pendahuluan

Kemiskinan merupakan fenomena penting yang perln mendapat
perhatian  scrius dari pemerintah, utstuk ” ini pemeriniah dalam
menanggulanginya telah dikucurkan berbagal program  namun belum
memberikan hasil dan sasaran yang efektil untuk membangun ckonomi
masyarakat imiskin yang lcbih baik terutama di gampong-gampong, Menyikapi
permasalahan terscbut sebenarnya ketidak efektilan pragram dalam
meningkatkan derajat ekonomi masyarakat bukan hanya faktor ketidak
berdayaan masyarakat tapi banyak persoalan lain yang menjadi hambatan dan
kegagalan keberhasilan pencapatan tujuan program. Diantaranya komitmen
pengelola program yang masih kurang dalam meningkatkan keberdayaan
masyarakat miskin di gampong-gampong, ini tercermin terutama leesalaban
dalam menctapkan kelompok sasaran penerima program, syarvat kelayakan
penerima program kurang menjadi perhalian schingga banyak kelompok-
kelompok yang tidak layak untuk memanfaatkan bantuan program lapi telah
menikmati hasil program, sehingga bias dari hujuan awal, manfaat program
lebih dirasakan eleh masvarakat vang memiliki kemampuan ekonomi dari pada
masyarakat miskin yvang femah itu cendirl

Ketidak berdayaan masvarakat gampong mmemang masih menjadi
| persnalan penting vang terus perlu ditanggulangi dergan berbagat upaya dan
kegialan vang lebih efcktif kepada kelompok-kelompok sasaran, seperti
pembinazn dan pendampingan yang lebih intensif kepada kelompok sasaran
dalam mengelola dan memanfaalkan bantuan program.

TProgram PNPM  merupakan salah satu program pemberdayaan
masyarakat vang telah dikucurkan pemerintah sejak tahun 2007 sampai dengan
tahun 2015 sebagai lanjutan dari program TPK. Program MNasional
Femberdavaan Masyarakal (PNPM) Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri
Perdesaan, PNPM Mandiri Perkataan, serta PNPM Mandini Wilayah Khusas
dan Desa Tertinggal, PNPM Mandiri perdesaan adalah program untuk
mempercepat penanggulagan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan,
FNPM Mandiri Perdesaan menggunakan strategi penlingnya pemberdayaan
masyarakat schagai pendekatan yang dipilih, melalui PNPh Mandiri Perdesaan
diharapkan masyarakal dapat menuntaskan fahapan pemberdayaan.

Kegiatan dana bergulir merupakan salah satu jenis kegiatan dalam
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandirt Perdesaan,
yang memberikan kenudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) anluk
mendapatken permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan
{SPF), menyediakan pendanaan untuls peningkatan kapasitas usa ha kelompok
dalatn bentuk peningkatan kapasitas kelompok uszaha ckonomi produktid,
menvediakan hibah untuk pendanaan sarana usaha dan mpadal ketja untuk 1
siklus usaha kelompok perempuan,

Dengan berakhirrmya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandirl Perdesaan, maka untuk keberlanjutan pemantaatan dana
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ergulir perlu terus dikembanglkan agar menfadi kemudahan akses masyarakat,
lorutama Rumah Tangga Miskin (RTM) memperoleh sumber pendanaan bag
keglatan usahanya, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk
perlindungan dan penataan aset hasil program PNPM MPd antara lain berupa
panduan pengakhiran dan penataan hasil kegiatan PNPM Mpd (Juli 2015)
dimaksudkan dalam penataan dan pengelolaan tetap konsisten dengan prinsip
FNPM MPd yang akuntabel dan pemanfastannya. dilakukan dalam rangka
keberlanjutan proses pembedayaan masyarakat.

i, Pembangunan dan Kemandirian Masyarakat Desa

Strategi pembangunan desa sering kali berubah-rukah, yang pada
Hakikatnya adalah mencari relleksi pengaruh strategi vang paling efektif untuk
pembangunan desa dari kurun wakiu ke waktu, Pada awaluya pembangunan
desa lebih berorientas! pada pembangunan pertanian di karnakan mavoritas
masyarakat berpencaharian sebagai petant dan luas lahan perlanian desa yang
merupakan potensi yong scmestinya dikembangkan dan dikeloala LII‘ItLIl-g
peningkatan produktivitas pangan dan kesejahleraan petani, melalui
Pengembangan tebmik bertant vang baik, namiun akibal kelkurangan dana dan
ML hasil dari tujoan pembangunan tidak tercapai sebagalmana yang
tiharapkan, ; i

Pembangunan desa terus menjadi perhatian pernerintah ini dibuktikan
dengan pendirian Departemen Tea nemigrasi, Koperasi dan pembangunan [Jesa,
Fembangunan Desa sudah cibawah koordinasi Departernon lersebut {19549),
Purnerintah pada masa Orde Bam pembangunan dilaksanakan melalui Repelita
o IV dan tinggal landas, pada periode ini titik berat pembangunan desa pada
pEmbangunan masyarakainya dengan konscp Communily Development,
elalul pembentukan kader-kader permbangunan masvarakal desa dengan
Warapan mewujudkan masvarakat vang berswascmbada. Fembangunan
sy arakit desa dilakukan dengan 3 avas vailu (a) azas pomban guan in-n-p;r.nl
(pembangunan yarg seimbang dalam segi kehidupan masyarakat desa), ih)
afns kekuatan sendiri ( kekuatan dan kemampuan desa). () azas pemufakatan
lesma (proyek pemban gunam sesual kebuthhan masyarakat dan merupakan
Wuputugan masyarakat sendizi ). Namun hasil dasi tujﬁan pembangunan tidak
Iﬂﬂ-dpnl sebagaimana yang diharapkan karena faktor dana (Ndraha dalam
Iukrowinato, 2007). kemandirian masyarakat desa perlu dilzkukan melalui
Prisen bertahap,

Kemudian pada tahun 1970 an dikembangkan mekanizme UDKP dalam
swwitjudkan desa vang swasembada, UDKP adalah suatu sistem vang dapat
ﬂlﬂllhnk-m untuk mengorientasikan unit pemerintahan kecamatan .].::ad;i aspek
Han mekanisme operasional pembangunan sektoral di daerah dengzan
fiemantaatkan jalur hirarkhi dan dekonsentrasi, Melalui l'IIt.'kl]r'Ii."iml‘bll'll
iharapkan keterpaduan perrencanaan program pada tingkat kecamatan di
awah koordinasi camat,

o ol ]
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Pemerintah dalam mewujudkan percepatan pembangunan masyarakat
desa dan pemberdaysan masyarakat dalam percepatan penanggulangan
kemiskinan telah mengueurkan program Fengembangan Kecamatan sejak tahun
19 dan mulal taban 2007 dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan
masyarakat {PNTH) Mandini yang terdiri dari PNIPM Mandiri Perkotaan dan
PINPR Mandiri Perdesaan dan PNT'M Mandiri Wilayah Khusus dan Desa
Tertinggal. PNPM Mandiri TPerdesaan adalah Program untuk mempercepat
penangeulangan kemiskinan, dengan visi PNFM Mandivi Perdesaan adalah
tercapainya kesetahteraan dan kemandirian masyarakal miskin pedesaan.

Mewuudkan pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera perlu
terus dilakukan pembenahan, Menciplakan warga masyarakat desa vang
memiliki semangat membangun yang tinggl, memiliki kemampuan dan dan
kesadaran untuk berkembang. Mewuvjudkan masyarakal vang memiliki dan
berkemampuan untuk memecahkan masalah =masalah dan mampu
| melaksanakan pembangunan desa vang cfesien dan efekiil melalut
pengemihanzan SDAM dan penyediaan alokasi dana untuk kelangsungan ptogram
pembangunan masyarakat desa imenuju tnasyarakal desa yvang mandiri.

Pemerintah dalam menvikapi permasalaban di atas pada tahun 2014 |

Pemerinlah lelah mengeluarkan UL No.s  tahun 2014 tenang Desa, dalam
pasal 1 butir (8) menjelaskan pembangunan desa adalah upaya peringkatan
knalitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan missyzrakat
Desa. pada butir {12) juga menjelaskan pemberdayaan masyarakat desa adalah
upaya untuk mengembangkan kemandiran dan kesejahteraan masyarakat
dengan meningkatkan pengetanuan, sikap, keterampilan, pertiaku, kemampuoan,
kesadaran, serta meningkatkan sumber daya melalui ponctapan kebijakan
: program, kegiatan dan pendampmgan, yang sesuai dengan lokasi masalah dan
oriorilas kebutuhan masyarakat desa, Dan tentang pengalekasian dana dalam
penyelengzaraan Desa, Pemeritnah telah mengeluarkan PP No, 60 Tahun 2014
Tentang keuamgan Desa yang bersumber darl APBN.

PP Nay, 6 Tahun 2014 tentang Kevuangan Desa, pada pasal 3 menjelaskan;
pemerintah menganggar dana desa secara Nasional dalam Anggaran
Perbelanjaan Negara (APBN) scliap tabun. Fasal 1 isinya dana desa sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 3, bersumber dari Belanja Pemerintah dengan
mengefckfkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.,
Dan Pada Pasal 5 ayat (1) dana desa dialekasikan peverintal untuk desa, (2)
pengalokasian dana desa sebagai dimaksud pada ayat (1) dihttung berdasarkan
jumlah desa, dan dilakokan dengan memperhatikan jumlan penduduk, angka
| kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geogratis. Pasal 10 ayat (1)
Dang desa digunakan untuk membiayai penyelengparaan pemerintahan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Ayalt (2)
Dana desa sebagaimana dimaksud pada avat (1} diprioritaskan untuk
membiayai pembangunan dam pemberdayaan masyarakat. Isi Pasal 20
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mejelaskan penggunaan dana dess mengacu pada RPJM Desa dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa,

Dengan dikeluarkan UL No, 6 Tahun 2014 dan PP No, 60 Tahun 2014,
dlhampkau pemerintah r.’{{::‘.-a mampu melaksanakan penysienggaraan
pemerintahan desa yang Good Governance, menyelengearakan program
pembangunan yvang berbasis desa, melaksanakan program pemberdayaan
masyarakat dan kemmasyarakatan yang lebih efcktif menuju desa  dan
masyarakat yang mandiri.

Pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan tertib sesuai dengan
ketentuan dan peraturan, efesien, ckonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab deng; hatik ; i e

AngeLUng jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepentingan

;us}famkat seternpal sebagaimana diamanatkan pada pasal 2 PP N, 60 Tahun
n4.

Pembangunan desa berlujuan meningkatkan kcsejahternan masyarakal
desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
penyedinan pemenuhan kebutuhan dasar dan pe:ﬁhangtfnan savana dan
prasarar:, pengembangan potensi ckonomi lokal, certa ]:,vi.-{narl{nntﬂn sizmber
ilaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, Dengan menggunakan

pendekatan “desa Membangun dan Membangun desa” yang diintegrasikan
tilim perencanasn pembangunan desa. Yang menjadi }'?.L?IIT‘Ii::I::-.:1]='1|'IF1}t dalam
inplementasi LU No, & Taluen 2014 Tentang Desa ini adalah sumber daye
asyarakat desa dan sumbcrdayve pemerintah desa vane masii kuraﬁg
profesional terutama desa-desa pedalaman wituk ini dibutuwlikan komitinen
pemeriniah daecah kabupaten/ kola untuk melaksanakan pembinaan dan
Werutama penyediaan pendamping vang prolesional serta pelaksanaan inomitorin
djar pembangunan desa dapat berfalan efektif dan akuntabel.

. Pelestarian Pengelolaan Dana Bergulir

Kegiatan dana bergulir adalah salah satu kegiatan yang memberikan
kemudahan bagi Rumah Tangeza Miskin {RTM) untuk mendapaltkan
permodalan, dalam bentuk kegiatan SPP, menyediakan pendanaan untuk
Jehingkatan Kapasitas Uszha kelompok dalam benluk-bentuk penin gkatan
Kapasitas usaha kelompok  produllif, menyediakan hibah untuk pemdanaan
satana usaha dan modal kerja untuk 1 siklus usaha dalam bentuk kegiatan
peningkatan kapasitas usaha kelompk perempuan,

Dana bergulir adalab seluruh dama program vang berasal darl BLM -
PIIS BLM = PXNPM Mandivi Perdesaan dan sumber dana lain vang disalurkan
ulieh masyarakat melalui Unit Pengelola Kesiatan {L17K), L:ligun;:kan oleh
|!|=|mu,:m*nk;ful 1_111Luk mendanai kegiatan ekonomi / rumah tangea masyarakat
sk (RTM) melalui kelompok-kelopmpok yang bersifat pinjaman dalam sualu
wilayah kecamatan (Petunjuk X PTO PNPM Mandiri Perdesaan)
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Tujuan keglalan pengelelaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan adalah
(a) Memberikan kemudahan akses pendanaan ckonemi rumah tangga baik
kepada masyarakat scbagai pemanfaat maupun kelompok usaha.
{b] Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesual dengan
tujuan program pengelolaan kegaton dana bergulir

fc) Meningkatkan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir ditingkat
wilayah pedesaan

(d) Meningkalkan peran kelembagaan pengelolaan kegiatan dana hergnliv
(LUnit Pengelola Kegialan {UPK}, BP UPK, Tim Veritikasi, Tim
Fendanaan, dan lembaga pendukung lainnya, sebagai pengelola dana
berzulir yang mengacy pada tercapainya tujuan program yang akuniabel,
transparan,

(e} Peningkatan pelayanan kepada KIM untuk pemenuhan kebutuhan
ckonomi ramah langga  terkait permodalan usaha melalu kelompale
pemaniaat,

Sesuat dengan PTO PNPM Mardir TPerdesaan dalam penjelasan X
polestarian dana bl:‘.r-r_;u'.iT;

- Peleslarian penyediaan dana permedalan bagi usaha mikra clonomi
rumah tangea miskin adalal apayva vang mengarah pada
pengembangan doma bergulir untuk permodalan usaha inikre ekonomi
rumah langea pada wilayah program, penvediaan dana permodalan
terselut merupakan kebuluhan perioritas masing-masing wilayvah pada
zaat pelaksanaan program schinges BLM telah dialokasikan sesuai
dengan periorlias kebutuhan masyarakat, Penyvediaan dana bergulir
tersebul merupakan hak masvarakal yang berdemisili pada wilayah
progam sehingeza dalam upaya pelestarian dana bergulir lidak
diperkenankan memindahkan hak pelayanan kepada masyarakat di
luar lokasi wilayah tersebut. Bentule kewiatan dana bergulic adalah
tetap menyediakan dana perinedalan bagi pelako usaha skala mikro
ekonomi Tumah tangga masvarakat dan tidak digunakan untuk
menjalankan statu usaha pada sektor ritll sehingga dalam upaya

keglatan sektor viil vang dijalankan oleh UPK.

- Prinsip pengelolaan dana berguliv harus tetap mengacu pada prinsip
PMNEK mandiri Perdesann Jan dapat dikelola menggunakan pola
syarial.

. = Pemilik dana bergulir adalah masyarakat desa-desa dalam satu
kecamatan, kepemilikan masyarakat dalam hal dana berguliv
diwijudkzn dalam bentuk kelembagaan BRADL

-~ Pelestarian Kelembagaaty; pengelolzan dana bergiliv usaha skala mikro
ekonomi rumah tangga harus letap menggunakan ketentuan
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I:mell:rnrbugaar'l vang ada sesual dengan ketentuan PNPM Mandiri
| l't"['|_r~‘.:i.E:l:’lll.‘-i.{-‘pI:-_‘rl] BEAL ‘r If-.u!.m Pengawas (BP) UPK, UPK, kelompok
peminjam (bukan peminjam secara individu), Tim Verifikasi, Tim
Pendanaan dan sebagainya.
¥ i n - -
= ] Lngeml:lmngan Kelompek; Dalam pengelolaan dana bergulir wsaha
skala mikro ekonomi rumah tangga harus tetap memperhatikan
pengembangan kelompok yang mempunyai angeota RIM.
- f\kLFI1Lﬂhjli[ElE dan Trangp;araﬁsi; sefiap tahun angzaran pengelola
kegiatan dana bergulir harus melakukan tutup buku tahunan, membuat

pelestarian dana bergulir tidak diperkemankan untuk mendanai |

laporan pertangmugjawaban selama satu tahun dan nembual rencana
kerja, laporan perfanggung jawaban vang disampaikan kepada
masvarakal melalui MAD dan diinformasikan d ipapan informaszn dan
setiap trisvulan wajib membuat informasi kepada muasyarakat melalui
papan informasi, alau forum musyawarah. -

I'F'J1gamtrnsn|1; pengawasan kegiatan dana bergulir pada prinsipryva
dilakukan oleh tnasyarakat schagal pemilik dana masyarakat dapat
membentuz Tim Pemantau dana bergulir 5

v Penataan Aset dana Bergulir PNPM Mpd
. E;:l[j;j.ﬂljfa]h meift?k, pada prinsipnva selurnh asel dana bergulir hasil
. adalah milik masyarakat desa dalam salu wils yah kecamatan vang
wipelolaannya diwakili olch Badan Kerjasama Antar Desa {BKAD),
Winbentukan BKAI dalain PFNPM Mpd dilakukan melalui mekanisme
musyawarah desa (Musdes) dan Musyawarah Antara Desa {MAD) Sedangkan
Wsulan pembiayaan kegiatan dana bergulir dilakukan melaln mokanisme usulan
sy berdasarkan hasil musyawarah berdasarkan hasil musvawarah
pEreneanaan pembangunan desa. Kepemilikan bersama masvarakal desa dalam
Wit wilayah kecamatan perlu dilakulan secara jelas subjek hukumuva agar
Ieitljpla kepastian hulsum terhadap kepemilikan dana bergulir hasil PNEIAM MPd
Berdasarkan UU No. 6 Talhun 2014 fentang Lesa (UL Desa) pasal 1
avat (1 ); desa dideflinisikan sebagai kesaluan masyarakat hukum vang memiliki
Kewenangan untuk men Fatur dan mengurus urosan pemurinl.;l.hm:y k£11:111[1115a11
tanyarakat setempat berdasarkan prakarsa masvarakat, hak asal usul dan atay
Wik tradisional vang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintohan negara
kesatuan Republik Indoenesia. Difinisi desa sebagaimana dimandatkan dalam
UL Desa, mendudukan desa sebagai subjek hukum atas kepemilikan bersama
Wasyarakat, Dengan demikian BKAT vang selama |1~[-.‘]akga-|:1:mn PRTPM M
LI]PI'I‘FII'l'H'.|iiﬁ:i|&dl1 kepemilikan dana bergulir PNPM MPd akan memiliki
epastian secara hukum jika kelembagaannya diselaraskan dene cngature
kmpanatna antar desa ﬂ:c-llmy,:nlln.um diamanatkan UU [“.lu.l:a,dU.Dan syt
Pagal 92 ayal (1) huruf o UU Desa mengamanahkan bahwa kerjasama
pitiar desa meliputi pengembangan usabia bersama vang dimiliki oleh Desa
ntik mencapai nilal ekonomi yang berdaya saing dan pada pasal 92 avat (2)
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LU Desa mengamanatkan babwa kerjasama Antar Desa dituan gkan dalam
peraluran bersama kepala Diesa melalu kesepakatan musyawarah antar Desa.
Pada pasal 92 avat (3} mengamanatkan bahwa kevjasama anlar desa
dilaksanakan oleh Badan Ketjasama Antar Desa dilaksanakan oelh Badan
Kerjasama Antar Desa (BKAD} yasng dibentuk melalui peraturan bersama
kepala desa.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan FNFM MPd vang menempatkan
mckanisme kerjasama anlar desa sebagai dasar pengelolaan dana bergulir
maupun mandat UU Desa yang mengatur tatacara kerjasama antar desa maka
perlu dilakukan penyelarasan kelembagaan BKAL sesual dengan pengaluran
LU Mesa dan peraturan dana bergulir hasil PNPM MPd. { Kementerian Dosa,
DT dan Transmigrasi, Panduan, 2015)

Mekanisme Denataan Dana Bergulir Hasil FNPM Mpd sehagai berikul:
BKAD menyelenggarakan rapat pengurus dalam rangka penataan dana
berguliv, Pada pelaksanaan rapat BKAD membahas tentang : {a} mekanisme
dan tata cara inventarisast dana bergulir, {b) pembentukan Tim Penataan dana
bergulir, (r) 11asil kesepikatan rapal dituangkan dalam berita acarva rapat kerja
BKAD, (d] lim penataan dana bergulir ditetapkan dengan surat Keputussn
Eetua BKATL

Tim Penataan Dana bergulir melaksanakan kegiatan penataan yang
meliputi : {1} pendialaan aset yang dikelola Unit Pengelola kegiatan TLTED
meliputi dana bergulir, bunga bank, surplus, aset bergerak dan asel tak
bergrerak, (2) Penentuan nilal aset fisik yang dikelela UFK , (3) Pernentuan
! nilat aset fisik vang dikelola UPK, (4] Penentuan nilai dana berguliv yang
dikelola UPK, (5) Verifikasi aset yang dikelola UPK denigan cara menilai kondasi
empiris dana bergiliv dan asetr fisik yang dikelala UPK, {5) vasilidasi dana
bergulir, dan aset fisik, (6) penyusunan laporan hasil penataan dana bergulie
hasi] PNDPM MPd. {(7) Penyampaian laporan hasil penataan dana bergulir kepada
katua BEAILL

Pemanfaatan hasil penataan dana bergulir yailu laporan hasil penataan
dana hergulir akan dignnakan sebagai dJasar bagi BKAD dalam menetapkan
subjek hukum kepemiltkan dana horgulic hasil PN W MPd dan penalaan
kelembagaan UPK. Pergaturan jlebik lanjut mengenai kepemilikan dan
pengelolaan dana bergulir berpedoman pada peraturan perundang-urdangan
(Kementerian Desa,PDT dan Transmigras, Fanduan, 2015)

4 Pengeloiaan Kegiatan Dana Bergulir Hasil PNPM MPd

Dengan dikeluarkan seputusan Presiden alas berakhirnya program
PNEM Mandini Perdesaan, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan
untuk penatzan dan perlindungan aset hasil PNPM MPd, antara lain panduan
Penataan dan Perlindungan Hasil Program PNPM MPd yang dkeluarkan oleli
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 27 Maret 2015, yang isinya adalah
pada prinsipnya seluruh dana yang dialokasikan oleh pemerintah melalui
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Mekanisme bantuan sosial (Bansos) adalah milik masyarakat I’vrrm-:-tl-xl-m
manyarakat hasil PNPM MPd vang selanfutnva disebut dana b;rgu]jr ;nI:JI::h
dana program baik yang berasal dari dana DILM sejak PPK hingga dibentuknya
PNIPM Mandiri Perdesaan dan bersumber darl APBN dan APBD dan .suml:::'
dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui lembaga pen rwlult;
Enrmndalan masyarakal dikelola dan dimiliki oleh 1na5yurakal-l I'I"IEt:].ﬂlU:i
erjasama desa dan digunakan untuk mendanai kegiatar. ekonomi Rﬁlnuh
Tangpa Miskin (RTM) melalui kelompok-kelompok yvang bersifat ping: !
alam satu wilayah kecamatan, : e
Dalam pengembangan, pelostarian, termasuk penyelesaian masalah

Fang, di lapangan dengan tetap berpedeman pada prmsip—p;‘insip PNIPM I':If: I

ik klﬁ.bor?anjutan pemanfaalan dana berguliv perlu terus dikr;:rnh;mgkar-n.

'ﬁ.m menjamin kemudahan akses masyearakal, lerutama rumah tangga miskin

{RTM] memperoleh sumber pendanaan bagi xegiatannya dalam r-mlulcw

peningkatan kesejahicraan, mala diperfukan kebijakan Lamjutan, sebugai ‘u e

prelindungan terhadap aset permodalan (dana hergulir) Jliebhi?:kml- le

disrahkan uniuk memastikan agar pmgelulaaﬁ dana bergulir ’::eta 3 mj-::nu ‘_“.‘Fi

Wt [hari cleh dan untek maswvarakal (CHOLAY . Kﬂn:;:;!c'n {'{'1‘]1‘1[2]‘3 unF'm:'f.l

PRnsip PNPM MPA, pengololaan akuntabel, dan pc'manfaalmmv; élﬁjltaijz [

alaim rangaka kebur]aniutam Proses. l_:ul_‘-'l'l'i_'f‘.r{":["d{[\,'.(_-lﬂﬂ 111‘15-,';:1]-.31:[11:_ 1 =

Kelentiaan pengelolaan dana Lergulir adalak 51‘]::513.31 berikuyt -

o Pendanaan kegiatan dana berguliv melalui kelompok tidak bersifal
divide, namun dengan mernpriorilaskan kc‘[omi:;ui{ vangs nn--w:ii'riqi
anggota dengan kategori rumah tangga miskin (RTM]. -

b Ketentuan tentang tata cara pendanaan kegiat;m.dana bergulir
ditetapkan oleh BKAD melalui MAD dengan tahapan shb : -

Kelompok menegajukan usul: i '
e gaf an [ proposal kepada lembaga

Lembaga pengelola melakukan telaah dan verifikasi adm atas
usulan propesal dan dizjukan kepada TIM voerilikasi.

Fim verifikasi melakukan kunjungan lapangan unluk memastikan
Iq?be*ltur;m usulan/ praposal dan menetapkan layvak tidak lavak
cdidanai, : 2

‘l im pendanaan menetapkan keputusan pendaraan bersama
,L-llnlvng,.l pengelolaan dan Tim Verifikasi serta diarahkan aleh
BRAD melalui MAD dalam bentuk berita acara vang ditanda
tangani oleh Camat, vang memuat daftar kf‘]olnl_n:;k dan jadwal

wendanaan kelompaok, selanjutnya b cnd:

ll:'j|_~|-||-'-||-;|['-, 1..;»mb-1j I cm,_ ¢ |n|l1-|'lll||*r.= tim pendanaan membual surat
s pembayaran pendanaan kepada lembaga pengelola sesuaj

rencana / jadwal pendanaan kelompok.

Badan pengawas secara bor 3 '

dL] ”. mt‘:”:q,; I['I.-'_'-li'lh secara berkaly melakukan melakukan pemeriksaan
i astikan terjadinya proses pendanaan kegiatan dana
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bergulir sesuai dengan ketentuan mencakop pemeriksaan di
lembaga pengelola dan kelompok serts melaporkan hasil
pengawasan kepada BIAD.
Seliap pendanaan pinjaman dibuat perjanjian pinjaman antara
lembaga pengelola dan pengawas kelompok dengan diketahui olon
Titn Pendanaan dan dilampiri oleh kartu pinjaman dan karto
anggota.
Penelapan besaran jasa pinjaman simpan pinjam untuk kelompok
perempuan (SI'T) dan usaha ckonomi produktif (UED) diperhitungkan
dengan memperhatikan usaha bunga pinjaman bank pemerintah atau
pemerintah daerah, usaha kelonpok, kebutuhan minimal operasional
kegialan dan kondisi masyarakat yang dituangkan dalam berila acara
penetapan oleh MALD dan dilinjfau ulang setiap tahunnya,
Denda atas keterlambatan pembayaran dan sanksi lainnya ditetapkan
dengan Musyawarah Antar Desa (MAD}
[nsentif kepada kelompok tepat waktu (TP 1'W) dibertkan hanya kepada
kelurnpok vang telah mengembalikan, fanpa pernah monunggak selama
jangka waktu pinjaman dengan besaran ditetapkan oleh MAD
bedazarkan jumlab jasa pimjaman yvang dilerimma oleh kelompok
tersebut.
Jangka waktu pinfamarn ditentetukan sebagat berikut, untuk pendanaan
kelamplk dengan fungsi Channeling maksimal 18 bulan dan kelompok
execuing maksimal 36 balan,
Besaran pinjaman diatur sebagat berikut ;

- Kelempok pemula hanya dapat memperoleh pinjaman kelompok

maksimal 15 juta per kelompok dan 1 juga oer anggota
- Kelompaol “herkembang: diperbalehikan mendapatkan pinjaman
kelompok maksimal 50 juts don memiliki simpanan aktif dari
angrola,
- Kelompok “imatang” dapar memperoleh pinjaman lebih dari 50
juta dengen batas maksimal 150 jula
- Kelompok executing yang telah ditclapkan dalam MAD dapat
inengajulan pinjaman sampai dengan 250 futa,
Jadwal pengembalian dilentukan sesual dengan siklus usaha dJan
kemampuan kelompok, khusus kelompok execn fing jadwal
pengembalian dapat ditentukan sesuat dengan kesepakatan antara
lembaga pengelola dan kelompok dengan angsuran okok minimal
Jangka wakta 12 bulan,
Seluruk kegiatan yang dilakukan ole lembaga pengelola dana bergulir
dipertanggung jawabakan paling kurang satu kali dalam satu tahun
kepada BKAD dan desa-desa melalut MAD pertangnggung jawaban.
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Pelaksanaan pengelolaan dana Berguliv supava efesien dan efektif
pemerintah di sini punya peran untuk melakukan fungsi pembinaan dan
pEtgawasan/monitoring, vang dalam pelaksanaan fungsinya dapat dilakukan
tmelalui :

*  Dukungan regulasi daerah sebagai payung hukum

«  Dukungan pendanaan peningkatan kapasitas pelako

+  Penambahan permodaian yang tidak mengikat dan bersifal hibah

« Pencegahan dan penyelesaian ferhadap tindakan yvang merugikan
masyvarakal |

« Memfasilitasi penyelesalan masalah

Fagilitasi kerjasama dengan pihak lzin khususnya peningkatan

permodalan

Penvediaan bantuan teknis

Penyediaaan pendamping yang profesionl

Pembinaan administrasi

v, Kesimpulan

Kegiatan dana bergulir adalah salah salu kegialan vang membert
Kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan
permodalan. Pasca berakhirnya program PNIM MPA untuk keberianjutan
L'lullntrlrrmrt.‘m dana bergulir perlu terus dikembangzan agar menjad:

eimdahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh sumber pendanaan
Wagl kegiatan usahanya terulama Kumakh Tangga Miskin (KIM) dalam
peniingkalan kesejahteraan.

Pengembangan, pelestanan dan pengelolaan dana bergulir termasuk
ponyelesaian masalah vang ada di lapangan tetap konsisten berpedoman pada

tinsip-prinsi FNPM MPd, dan dalam pengelelaannya mengpunakan azas *

Al aleh dan untuk masyarakat (POUM) MPengelolasn yang akuntabel dan
Peinantaatannya dilakukan dalam rangka keberlanjutan proses pemberdayaan
asyvarakat,
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